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Abstrak
 

Perseroan Terbatas terbuka wajib melaporkan laporan keuangan perseroan tersebut secara berkala dan

akurat. PT Bank Lippo Tbk sebagai suatu perseroan publik juga wajib melakukan kewajiban tersebut. Yang

menjadi permasalahan di sini adalah adanya perbedaan informasi laporan keuangan per 30 September 2002

yang diumumkan melalui media cetak pada tanggal 28 November 2002 dan laporan kepada Bursa Efek

Jakarta pada tanggal 26 Desember 2002. Kedua laporan tersebut walaupun dibuat untuk periode yang sama

dan telah diaudit, namun menyajikan informasi yang berbeda pada nilai aktiva dan laba bersih. Dalam

laporan keuangan yang dipublikasikan di media cetak pada tanggal 28 November 2002 tercantum total

aktiva sebesar Rp 24 trilyun dan laba bersih Rp 98 milyar, sedangkan dalam laporan keuangan yang

diserahkan kepada Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tanggal 27 Desember 2002, total aktiva tercatat sebesar

Rp 22,8 trilyun dan rugi bersih sebesar Rp 1,3 trilyun.

Pihak manajemen PT Bank Lippo Tbk telah menjelaskan bahwa itu terjadi karena adanya kemerosotan nilai

Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yaitu 2,393 trilyun pada laporan yang dipublikasikan dan Rp 1,42

trilyun pada laporan ke BEJ, sehingga pada neraca terjadi penurunan ratio kecukupan modal dari 24,77 %

menjadi 4,23 %. Terhadap hal tersebut Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) selaku badan yang

mempunyai kewenangan di dalam Pasar Modal telah melakukan pemeriksaan, yang mana pada tanggal 17

Maret 2003 Bapepam menqeluarkan laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa Direksi PT Bank

Lippo Tbk tidak hati-hati dalam mencantumkan kata "diaudit" dan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada

iklan laporan keuangan per 30 September 2002 pada tanggal 28 November 2002 dan memberikan sanksi

kepada Direksi yang menjabat pada waktu itu berupa kewajiban untuk menyetor uang kepada kas negara Rp

2,5 milyar. Padahal di dalam Undang-undang Pasar Modal perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana

kejahatan, yaitu penyesatan informasi atau "misleading information" dapat dikenakan sanksi pidana penjara

maksimum 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar Rupiah).
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